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INTISARI 

Judul skripsi penulis adalah “DESKRIPSI SEBAB DAN AKIBAT 

HUKUM TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN IURAN WAJIB 

KECELAKAAN BERMOTOR UMUM TERHADAP KECELAKAAN 

LALU LINTAS DI KABUPATEN KUPANG”. Dengan rumusan masalah yaitu 

1.Mengapa pengusaha angkutan umum tidak membayar iuran wajib kecelakaan 

bermotor umum (IWKBU) 2.Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap 

pengguna jasa angkutan umum yang mengalami kecelakaan lalu lintas yang 

belum membayar iuaran wajib kendaraan bermotor umum (IWKBU). 

Tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui alasan pengusaha angkutan umum 

tidak membayar IWKBU dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap 

pengguna jasa angkutan umum yang mengalami kecelakaan lalu lintas dan belum 

membayar iuaran wajib kendaraan bermotor umum (IWKBU) 

. Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, 

dan terperinci yang digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan 

yang sedang dihadapi dengan mengumpulkan data, klasifikasi, analisis, 

kesimpulan dan dalam hasil penelitian, sehingga dalam penelitian ini 

menggunakan studi kasus normatif berupa produk hukum yang menggambarkan 

objek dari sebab dan akibat hukum tidak melakukan pembayaran iuran wajib 

kecelakaan bermotor umum terhadap kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Kupang. 

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian empiris. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah masalah pokok penelitian, sedangkan 

variabel terikatnya adalah data yang berasal dari responden, adapun populasi  

penelitian berjumlah 100 orang, sampel 32 responden 32 orang, teknik alalisis 

data yang digunakan adalah analisis deskriptif denagn cara menjelaskan dengan 

data dan keterangan untuk menjawab masalah penelitian.Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa  

1. Alasan Pengusaha Angkutan Umum Tidak Membayar Iuran Wajib 

Kecelakaan: a) Pengusaha angkutan umum terkendala dalam mengurus surat 

kepemilikan kendaraan; b) Pengusaha angkutan umum terkendala dalam 

mengurus Ijin Trayek. 2. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa 

Angkutan Umum Yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Yang Belum 

Membayar Iuaran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU) berupa: a) Pihak 

pengusaha bertanggung jawab atas biaya korban; b) hak korban atas biaya 

santunan dibayar  Jasa Raharja setelah semua persyarat dipenuhi. Saran yang 

dapat dikemukakan adalah PT Jasa Raharja dan Kepolisian perlu melakukan 

penertiban secara rutin surat-surat terhadap setiap kendaraan angkutan umum; 

Dinas perhubungan dan jasaraharja perlu melakukan sosialisasi syarat untuk 

memperoleh santunan kecelakaan.   
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